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TENTANG

PENf,TAPAN PEDOMAN GOOD CORPOKATE GOVERNANCE (GCG)
DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN

RATII BOKO

Tl[c
SUR{T KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

PT ]'AMAN WISATA CANDI BOROBUDUR. PRAMBANAN DAN RATU BOKO

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS P'I TAMAN WISATA CANDI BOROBUDI]R.
PR{\4BANAN I)A1.\ R-ATU BOKO

Menimbang

Mengingat

a. bah,Na Good ( orporate (;owrnunce (GCGI menjadi barometer penting
dalam pengelolaan dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan vang
menjamin transparansi, akuntabilitas, faimess, independensi dan
responsibilitas;

b. bahwa dengan Penturan Mented BIIMN Nomor : PtrR-0l/MBU/2011.
tanggal I Agustus 2011 sebagaimana tela.h diubah dengan Peraturan
Menteri BIIMN Nomor : PER-09/MBU/2012, tanggal 6 Juli 2012, telah
ditetapkan Penerapan I'ata Kelola Perusahaal yarg balk (Good
Corporate GovernanceT pada Badan Usaha Milik Negara;

c- bahwa sebagai wujud komitmen Perusahaan dalarn penerapan (iaod
(lrporate Go,-ernance (GCG) dan mempcrhatikan dinamika pengelolaan
Peru*ihaan. perlu dilakukan pembaharuan pedoman (:iLtod ('orporate
Governance /CCC,/ di lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur.
Prambanan & Ratu Boko:

d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu
ditetapkan Surat Kcputusan Direksi tentang Penetapan Pedoman Gool
(-orporate (jovernance (GCG) di Lingkungan PT laman Wisata Candi
Borobudur. Prambanan dan Ratu Boko;

1. Undang-lJndang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara:

2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

3. Peraturan Menleri Bl.lMN Nomor : PER-o1/MBU/201 1. tanggal 1

Agustus 2011 tentang Penerapan Iata Kelola Perusahaan yang baik
lGood Corporate ()overnunce) pada Badan llsaha Milik Negara Jo.

Peraturan ]vlcnteri Negara Badan Usaha Vilik Negara (BIJMN). Nomor :

PER-09/MB(l/2012. tanggal 6 Juli 2012;
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Menetapkan

4. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman
Ardjasasmita. SH Nomor: 19 tanggal 15 Juli 1980 ),ang rcrakhir
diubah dengan Akta Nomor: 06 tanggal I I Januari 2022 Jo. Akta Nomor:
01 ranggal I Maret 2022 oleh Nolaris lr. Edwin Rusdi, S.H.,
M.Kn,M.Hum;

5. Surar Keputusan Menteri BLMI\* selaku I{UPS perusahaan perseroan

(Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur. Prambanan & Ratu tsoko
Nomor: SK- 102/MBU/05/2017 ranggal 29 Mei 20t7 rentang
Pemberhentian. Perubahan Nomenklatur. Pengalihan Tugas, dan
Pengangkatan Anggota-Anggola Direksi Perusahaan persc.oan (persero.)

PJ"laman Wisata Candi Borobudur. P.ambanan & Ratu Boko Jo. Nomor:
SK-299/MB LJl l2120 I 8 renrang Pemberhentian dan pengangkatan

Anggora-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Jo. Nomor:
SK-01/MBU/0I/2021 tanggal 4 Januari 202t tcntang Pemberhentian dan
Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman
Wisata Candi Borobudur. Prambanirn & Ratu Boko:

6. Surat Keputusan Direktur ljtama Nomor: I Tahun 1981 tanggal 6 Ma.et
I9ll I lentang Peraturan Kepegawaian Pcrusahaan;

7- Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei
1983 tentang Landasan Kebijaksanaan PT. Taman Wisata Ctandi

Borobudur & Prambanan;

8. Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.08/DIREKSI/2O21 tanggal I

IrebrLrari 2021 lcntang Penetapan Srruktur Organ;sasi, Uraian Tugas dan

Susunan Jahalan di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur.
Prambanan & Ratu Boko (Persero);

9. Surat Kepuiusan Direksi Nomor: 59/DIREKSV202] ranggal 30

September 2021 tentang Perubahan Surar Kcputusan I)ireksi Nomor:
SK.0IJ/DIREKSU202 ! tentang Penetapan Strukrur Organisasi, Uraian
Tugas dan Susllnan Jabatan di Lingkungan PT Taman Wisata Candi
Borobudur. Prambanan & Ratu Boko (Persero.);

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN GOOD CORPORATE
GOYERNANCE (GCG) DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA
CANDI BOROBUDUR. I'RAMBAT\-AN DAN R{TU BOKOT



BAB I
KETINTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Surat Keputusan Direksi dan De*,an Komisaris ini, yang dimaksud dengan :

(l) 'fata Kelola Perusahaan yang baik /a;aod (:orporate Goveruarcel yang selanjutnya disebut
sebagai GCG adaiah Suatu proses dan struktur vang digunakan oleh organ perusahaan

untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabiliras perusahaan guna mewLliudkan
nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan retap memperhatikan kepentingan
pemangku kepentingan (stakeholdersl lainnya, berdasarkan peraturan perundans-
Undangan dan nilai etika

(2) Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)- Dewan Komisaris dan
Direksi

(3J Perusahaan adalah PT Taman Wisata Candi Borobudur. Prambanan & Ratu Boko

(4)

(5)

Stakeholders adalah Pemangku kepentingan baik secara langsung atau tidak langsung
berhubungan dengan perusahaan.,vaitu Dewan Komisaris, Direksi. Karyawan, pemerintah,
Masyarakat sefla pemangku kepentingan lainnla

Anak Perusahaan adalah Perseroan lerbatas vang dikendalikan oleh Perusahaan baik
secara langsung atau tidak langsung dengan memiliki lebih dari 50 % (lima puluh per
seratus) saham dengan hak suam atau Perusahaan patungan dengan memiliki setinggi-
tinggin)a 50 % (lima puluh per seratus) saham dengan hak suara, dengan ketentuan
sebagai bcrikut :

c.

d.

h

Memiliki lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) hak suara berdasarkan perjanjian
dengan pemegang saham atau pemilik modal lainnya; dan/atau
Memiliki hak unruk menentukan kebijakan di bidang keuangan dan operasional
perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar atau Perianjian; dan/atau
Mempunyai kemampuan untuk mengangkat atau memberhentikan mayoritas anggota
Direksi atau Dewan Komisaris: dan/atau
Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam Rapat Direksi
dan Dewan Komisaris Perusahaan

(6) Rapat l]mum Pemcgang Saham yang selanjutnya disebut sebagai RUPS, adalah Organ
perusahaan yang memegang kewenangan yang tidak diberikan kepada De\\an Komisaris
atau Direksi

(7) Dewan Komisa s adalah De$an Komisaris PT Taman Wisata Candi Borobudur.
Prambanan & Ratu Boko yang diangkat melalui keputusan yang sah



(8) Dewan Komisaris Indepcoden adalah Anggola Komisaris yang ridak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan. kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota
Komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan
dengan perusahaan, sehingga dapat berdampak dan/atau beryengaruh terhadap kemampuan
untuk bertindak secara independen

(9) Direksi adalah direksi PT Taman Wisata Ciurdi Borobudur, prambanan & Ratu Boko yang
diangkat melalui Keputusan RUPS yang sah

(10) Surat Keputusan Direksi adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi

BAB II
PRINSIP DAN KEWA.IIBAN PELAKSANAAN GCG

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal2

Prinsip CCG yang dimaksud dalam Surat Kcpulusan Direksi ini adalah :

a. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam mengemukakan inlormasi materiil dan relevan nengcnai
Perusahaan

b. Kemandirian yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangaur yang berlaku dan prinsip koryorasi
l ang sehat

Akuntabilitas yaiau kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ
sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana seca.a elektif

d. Kewaiaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders
)iang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-Undangan ),ang
herlaku

e. Pertanggung jarvaban yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan lerhadap
Peraturan Perundang-Llndangan yang berlaku dan prinsip korporasi ),ang sehat



Bagian Kedua
Tujuan

Pasal .3

Tujuan penerapan GCG pada Perusahaan. yaitu :

a. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip CCC secara
proporsional sehingga Perusahaan dapat memiliki daya saing yang kuat baik secara
nasional maupun inlcrnasional;

b. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta
memberdayakan fungsi dan mcningkatkan kemandirian organ perusahaan;

c. Perlindungan leahadap harta Perusahaan melalui pendekatan GCG sebagaimana
dimaksud pada Surat Keputusan Direksi ini;

d. Mendorong agar organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
Perundang-tJndangan _v-ang berlaku sefta kesadaran akan adanva tanggung jawab
sosial perusahaan (Cotporate Social Respnsibilil,) yang dilakukan terhadap
stakeholders maupun terhadap kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan:

e. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional;
f. Meningkatkanikliminvestasinasional;

BAts III
ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pemegang Saham

(t )

(2)

Pasal,l

Hak Pemegang saham harus dilindungi agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan
Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-Llndangan yang berlaku

Hak Pemegang Saham yang harus dilindungi antara lain :

b.

c.

d.

Menyelenggarakan RUPS

Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, dengan ketentuan satu saham
memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan sat]u stara (one share

Sebagai pengambil kcputusao dalam Perusahaan melalui mekanisme RTJPS

Memperoleh intbrmasi material mengenai Perusahaan secara tepat uraktu dan teratur

e. Menerima pembagian keuntungan Perusahaan dalam bentuk dividen dan sisa
kekayaan hasil likuidasi, seband;ng dengan jumiah saham atau modal yang
dimilikinva



(3) Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham adalah pemegang
saham yang memiliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan
hurufe

(4) Pemegang saham tidak diperkenankan turut dan/atau mencampuri keSiatan operasional
Perusahaan yang menjadilanggung jawab direksi sesuai dengan ketenruan Anggaran Dasar
Perusahaan dan Peraturan Perundang-Lindangan yang beriaku

(5) Pemegang saham vang merniliki klasifikasiyang sama, harus mendapatkan perlakuan yang
setara (equal tredtfie t)

(6) Pemegang saham melaksanakan (iCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jau,abnya

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 5

(l) Pemegang Saham berhak atas penjelasan serta infbnnasi yang lengkap dan benar serta
akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RtJPS, antara lain :

a. Inlblmasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul ),ang
direncanakan oleh direksi untuk diajukan dalam lttlPS

b. Penielasan mengenai hal-hal berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum
RUPS berlangsung

c- Keputusan RUPS yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil

d. Risalah RUPS yang memuat pendapat pemegang saham, baik yang mendukung
maupun yang tidak mendukung

e. Sistem unruk menentukan gaji dan lasilitas serta tunjangan lain bagi (eriap anggora
Dewan Komisaris dan direksi seda rincian mengenai gaji dan tunjangan lang
diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan direksi yang menjabat

l. Infbrmasi keuangan maupun hal-hal lain yang menlrangkut Perusahaan yang dimual
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

(2) Risalah RTJPS wajib untuk ditandatangani oleh pimpinan rapat RUPS dan paling sedikir l
(satu) Pcmegang Saham yang ditunjuk dari d.m oleh peserta RUPS

(3)'tandatangandimaksudtidakdi$ajibkanapabilarisalahRTJPSdibuatdenganaktanotaris

(4) Setiap Pemegang saharn berhak atas salinan dsalah RUPS



(r)

(2)

Pasal 6

Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RtJpS clengan syarat semua
pemegang saham dcngan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani
keputusan dimaksud

Keputusan pernegang saham
dengan keputusan RUPS

dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama

Bagian Kctiga
Dewan Komisaris

(3)

Fungsi dan Kewenangan
Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnla. Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan
Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar vang beriaku

(2) Dervan Komisaris berlanggung jauab dan berwenang mengawasi tindakan direksi dan
memberikan nasehat kepada direksi berkaitan dengM kepatuhan terhadap peraturan
Pcrundang-IJndangan dan Perjanjian dengan Pihak lain

Berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2). Dewan Komisaris melaksanakannya untuk kepentingan sena
sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan tidak untuk kepentingan pihak dan/atau
golongan teftentu

De\\'an Komisaris harus memantau dan memaslikan bahwa CCG telah diterapkan secara
efektif dan berkelanjuran

Dewan Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri

Dewan Komisaris $'ajib melaksanakan standar kesegeraan tindak lanjut usulan yang
diajukan oleh Direksi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, termasuk tindak lanjut
keputusan dan/atau pe$aikan yang dihasilkan pada mpat-rapat yang dilaksanakan

(s)

(6)

(1)

(7) Dewan Komisaris wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP

(8) Dewan Komisarjs wajib mcnyampaikan laporan teniang tugas pcngawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku yang baru atau lampau kepada RUpS

(9) Dewan Komisaris wajib melakukan penelaahan dan pembahasan mengenai Sistem
Teknologi lnfomasi, Sumber Da-v. a Manusia dan kualitas mutu dan pelayanan

(10) Dewan Komisaris wajib mclakukan pemantauan mengenai ef'ektifitas pelaksanaan audit
baik yang dilakukan oleh inlemalauditor maupun eksterral audiror



(ll) Dcwan Komisaris harus memastikan bah$,a laporan tahunan perusahaan telah memuat
informasi mengenai identitas, pekerjaan utama, rapat-rapat yang <lilakukan dalam I (satu)
tahun buku, honorarium, lasilitas dan/atau tunjangan 1,ang diterimanya dari perusahaan

(12) Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamn),a
dan/atau saham keluarganya kepada Perusahaan, termasuk perubahannya

(2)

(r )

Komposisi
pasal8

Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga memungkinkan
pengambilan keputusan yang elektil, tepal dan cepat seda dapat bertindak secara
independen, sehingga dalam pelaksanaannva tidak terdapat kepentingan lain yang dapat
mengganggu kemampuan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya secara mandiri
dan kritis dalam hubungan salu sama lain dan tcrhadap <.iireksi

Paling sedikit 20 % (dua pr-rluh pcr seratus) dari anggota Dewan Komisaris harus berasal
darikalangan luar Perusahaan yang independen. dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak meniabal sebagai direksi di anak Perusahaan;

b. Tidak bekerja pada pemedntah, termasuk di departemen, lembaga cian kemiliteran
dalam ku.un waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

f idak bekerja di Perusahaan atau anak Perusahaan dalam kurun r,aktu 3 (tiga) tahun
tcrakhirl

d. Tidak mempunyai keterikatan finansial baik sccara langsung maupun tidak langsung
dengan Perusahaan dan/atau dengan rekanan Perlrsahaan atau anak Perusahaan

c. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis dan/atau hubungan lain yang dapat
menghalangi dan/atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris yang berasal dari
kalangan di luar Perusahaan untuk befiindak dan/atau berfikir secara independen
dalam lingkup Pcrusahaan

(3) Mantan anggota drreksi Perusahaan dapat mcnjadi anggota Dewan Komisaris setelah tidak
menjabat sebagai direksi sekurang-kurangnya I (satu.) rahun, kecuali dengan pertimbangan
tertentu 

_v' 
ang diputuskan oleh RUPS dalam rangka menjaga kesinambungan program

penyehatan perusaiaan, sepaniang lidak ada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain
yang melarang

Rapat Dewan Komisaris
Pasal 9

(l) Rapat Deu,an Komisaris harus diadakan secara berkala, yaitu pada prinsipnya sekurang-
kuran8nva I (satu) kali dalam lobulan



(3)

(4)

(s)

(6)

(2) Detan Komistuis harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Komisaris dan
mencantumkannva dengan jelas dalam risalah rapat

Seorang anggota Devian Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Komisaris lain
dalam suatu rapat Dewan Komisaris

I{isalah rapat Dewan Komisaris harus dibuar untuk setiap rapar Dewan Komisaris dan
dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan apabila ada pendapat yang berbeda
(dessenting opinion.) dan llasil yang diputuskan dalam rapat dimaksud (bila ada)

Setiap anggota Komisaris berhak menedma salinan risalah rapat walaupun anggota
Komisaris yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat

Dalam .iangka waktu 7 (tuiuh) hari ker.ja terhitung sejak tanggal penyampaian risalah rapat
dimaksud. anggota Komisaris baik yang hadir dan/arau yang diwakili harus menyampaikan
persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya berkaitan dengan isi risalah
rapat

(7) Apabila tidak ada penyampaian persetujuan dat atau keberatan dan/atau usul sesuai
dengan jangka waktu dimaksud a)rat (6), maka disimpulkan tidak ada keberatan dan/atau
usul perubahan terhadap risalah rapat dimaksud

(8) Risalah rapat asli harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh perr.rsahaan dan
perusahaan harus menyediakan risalah dimaksud apabila diperlukan olch Dewan Komisaris
atau Direksi

(9) Laporan Tahunan Perusahaan harus memuat jumlah .apat Dewan Komjsaris sefia jumlah
kehadiran masing-masing anggora Komisaris

(10) Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan di luar rapat dengan syarat semua anggota
komisaris dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan
dimaksud

Penilaian Dewan Komisaris
Pasal 10

(1) RUPS \\,a.]ib menetapkan Indikalor Pencapaian Kinetja lKey Perfornafice Indicator) bagi
Dewan Komisaris berdasarkan usulan dariDewan Komisaris

(2) lndikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian alas keberhasilan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab penga\.vasan dan pemberian nasehat oleh l)ewan Komisaris
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-L]ndangan dan Anggaran Dasar yang
berlaku

(3) Dewan Komisaris wajib men),ampai)'kan laporan triwulan mengenai perkembangan
realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada RUPS

(4) Dewan Komisaris uajib untuk menyantpaikan laporan kepada RUPS, yaitu :



a. Penilaian kinerja Di.eksi;
b Pandangan prospek usaha;
c. Komite diba\\ah pcngawasan l)ewan Komisaris;
d. Pembangunan serta pengembangan perusahaan

lnformasi bagi Dewan Xomisaris
Pasal 11

(l) Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi mengenai perusahaan secara
tepat waktu dan lengkap

(2) Perusarhaan melalui direksi befianggung jawab atas kepastian mengenai p(n]ampaian
inlbrmasi mengenai perusahaan kepada De\ran Komisaris tepat waktu dan lengkap

Larangan llengambil Kctrnrungan Pribadi
Pasa! 12

De\^,an Komisaris dilarang melakukan transaksi vang dapat mempunyai kemungkinan dan/atau
peluang untuk berdampak pada benturan kepentingan dan/atau mengambil keuntungan pribadi
dari kegiatan Perusahaan seiain gaji dan t'asilitas yang diterimanya sebagai anggota Komisaris
yang ditentukan RUPS

Organ pendukung Dc{an Komisaris
Pasal 13

( l) Organ pendukung Deu'an Komisaris, terdiri dari :

a. Sekretariat l)ewan Konlisaris apabila diperlukan:
b. Komite Audit:
c. Komite Investasi dan Risiko;
d. Komite lainnya;

(2) Apabila dipandang perlu. De*an Komisaris berhak membentuk Komite lain

(3) Komite Audit dan Komite Investasi dan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bekerja secaaa kolektif dan berlungsi unluk membantu De$,an Komisaris dalam
melaksanakan tusasn\,a

(4.i Komite Audit bertugas membantu DeBan Komisaris dalam memastikan ef'ektifitas sistem
pengendalian intem dan elektifitas pelaksanaan tugas auditor ekstemal dan auditor inrernal

(5) Komite Investasi dan Risiko berltrgas membantu l)ewan Komisaris dan manajemen untuk
pengambilan kepulusan dalam hal strategi invesmsi serta melakukan penilaian secara
berkala dan memberikan ,ekomendasi tentang risiko usaha dan investasi sesuai dengan
prinsip - prinsip GCG



Bagian Keempat
l)ireksi

Tugas dan We$,enang
Pasrl l,l

(l) Direksi bertugas untllk mengclola perusahaan dan wajib mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas kepada RUPS

(2) Dalam melaksanakan tugasn),a, Direksi harus mematuhi Anggaran I)asar perusahaan dan
Peraturan Perundang-Undan gan yan g berlaku

(3) Setiap anggota direksi harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan rugas dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan jabatan yang didudukinya

(4) Direksi melaksanakan pembagian tugas sebagaimana yang diatur dalam Struktur
Organisasi perusahaan

(5) Dircksi harus melaksaoakan rugasnla dengan baik demi kepentingan perusahaan dan
Direksi harus memastikan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial serta
memperhatikan kepentingan para stakeholders sesuai dengan kctentuan Peratumn
Perundang-Undangan yang bcrlaku

(6) Direksi wajib rnelaksanakan standar kesegeraan tindak lanjut risalah rapat dan/atau
keputusan yang dihasilkan melalui sosialisasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari,
termasuk tindak lanjut perbaikan ),ang dihasilkan pada rapat-rapat yang dilaksanakan

(7) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapar Direksi sebagai penanggung jawab
dalam penerapan dan pemantauan GCG di lingkungan Perusahaan

(8) Direksi wajib untuk melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) di perusahaan atau di perusahaan lain.
termasuk perubahannya

(9) Direksi wajib untuk melaporkan kinerja perusahaan setiap rahun kepada RUPS

Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
Pasal 15

(1) Direksi wajib menyiapkan Rcncana Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rencana
strategis yang memual sasaran dan tujuan )ang hendak dicapai dalam jangka waktu 5
(lima) tahun

(2) R.lP sebagaimana dimaksud a,"'ai (l) sekurane-kurangnva memuat :

a.

b.

Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnl. al

Posisi perusahaan saat ini;



c. Asumsi-asumsi vang digunakan dalam penyusunan RJp;

d. Penctapan misi, sasaran! stralcgi, kebijakan dan program kerjajangka panjang

(3) Dewan Komisaris melakukan pengkajian dan memberikan pendapat mengenai Rp yang
disiapkan Direksi sebelum dilakukan penandatanganan bersama

(4) Rencana Jangka Panjang yang telah dilakukan penandatanganan bcrsama dengan Dcwan
Komisaris, disampaikan kepada I{UPS untuk mendapatkan pengesahan

(5) Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan vang merupakan penjabaran tahunan dari rencana
iangka panjang, sekurang-kurangnya memuat :

a. Rencana kerja yang dirinci atas mjsi perusahaan, sasaran usaha, strategi usaha,
kebijakan perusahaan dan program kerja atau kcgiatan:

b- Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan;

c. Proyeksi keuangan perusahaan;

d. Hal lain yang memerlukan keputusan pcmilik perusahaan

(6) Dewan Komisaris melakukan pengkajian dan memberikan pendapat mengenaiRKAP yang
disiapkan Direksi sebelum dilakukan penandatanganan bersama

(7) Direksi \\,ajib untuk menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan

kepada RUPS untuk mempcroleh pengesahan

Perangkat-peran gkat G o otl C orporat e Goye m ah c e
Pasal 16

(l) Direksi bersama-sama dengan organ perusahaan
perangkat untuk terlaksananya prinsip-prinsip GCG,

a- Statement ol Corporate Goternance:

b. Statement ofCoryorate Intents

wajib membuat perangkat-

c. Clode ofConduct

(2j Direksi 'wajib senantiasa mengupayakan untuk dipatuhinya Pedoman GCG ini serta
pedoman lain yang dibuat dalam rangka untuk mendukung terlaksananya prinsip-prin.ip
(iCCi dalam setiap kegiatan perusthaan

utama
yaitu :



Penyelenggaraan daftar-daftar dan dokumen oleh Direksi
Pasal 17

(l) Untuk memenuhi syarat Akuntabilitas. keterbukaan dan texib administrasi, Direksi wajib :

a. Membuat dallar Pemegang Saham, Daltar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat
Di.eksi:

Membual Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan:

Memelihara seluruh datiar. Risalah, dan Dokumen Keuangan Perusahaan dan
Dokumen lainnya;

Menyimpan seluruh daliar sebagaimana dimaksud ayar (l) hurud c di tempat
kedudukan perusahaan

c.

d.

b.

(2) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada pemegang

Saham untuk memeriksa daftar Pemegang Saham. Daflar Khusus, Risalah RUPS dan
Laporan lahunan seda mendaparkan salinan Risalah RiJPS dan saiinan Laporan Tahunan

Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi
Pasal 18

Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang dapat berdampak dan/atau berpengaruh pada
adanya benturan kepentingan dan,/atau mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung
maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kcgiatan perusahaan selain penghasilan
)ang sah

Rapat Direksi
Pasal l9

(1.) Rapat Direksi harus diadakan secara berkala. yaitu sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam
sebulan, dan dalam rapat terscbut Direksi dapat turut mengundang Dewan Komisaris
dan/atau pejabat-pejabat ringkat struktural tertcntu

(2) Risalah rapat Direksi dibuat oieh Coryorate Secrerary dan/arau notulis yang ditunjuk untuk
setiap rapat Direksi dan dalam risalah dimaksud harus dicantumkan apabila terdapat
Pendapat yang betbeda (Des.tenting OpinhO dan hal yang diputuskan dalam rapat
dimaksud (bila adal

(3) Setiap anggota Direksi berhi* mencrima salinan risalah rapat walaupun direksi yang
bersangkutan tidak hadir dalam rapat

(,1) Dalam jangka rvaktu 7 (tujuh) hari kerja rerhirung sejak ranggal penyampaian risalah rapat
dimaksud, anggota Direksi baik yang hadir dar,iatau yang diwakili harus mcnyampaikan
persetujuan atau keberatannya dan,,atau usul perbaikannya berkaitan dengan isi risalah
.apat



(5) Apabila tidak ada penyampaian persetuiuan dan,,atau keberatan dan/atau usul sesuai
dengan jangka waktu dimaksud alat (6). maka disimpulkan tidak ada keberatan dan/atau
usul perubahan terhadap risalah rapat dimaksLld

(6) Risalah rapat asli harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh perusahaan dan
perusahaan harus menycdiakan risalah dimaksud apabila diperlukan oleh Dewan Komisaris
atau Di.eksi

(7) Laporan Tahunan Perusahaan harus memuat jLlmlah rapat direksi serta.,umlah kehadiran
masing-masing anggola direksi

(8) Tata tertib rapat Direksi diretapkan sebagai berikut :

a) Pemanggilan Rapat dilakukan oleh Direklur Utama atau oleh salah seorang anggota
Direksi lainnya

b) Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direkru. Urama tidak hadir maka
I{apat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Direktur
Utama

c) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi
lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut

d) Pesefta rapat wajib menandatangani daliar hadir
e) Rapal adalah sah dan berhak mengambil ke putusan vang mengikat apabila lebih dari

'/, (setengah) dari jumlah anggota Direksi yang sedang meniabat hadir dan atau
diwakili

t) Keputusan Rapat harus diambil berdasarkan musvawarah untuk mufakat
g) tlntuk mendukung jalannya Rapat. materi Rapat berupa kinerja keuangan terakhir

dan/'atau data lainnya dipersiapkan oleh Divisi atau Satuan Kerja yang terkait
h) Risalah rapat merupakan bukti sah. baik untuk para aoggota Direksi maupun pihak

lain mengenai keputusan ),ang diambil dalam Rapat yang beNangkutan

(9) Direksi dapat mengambil keputusan di luar rapat dengan syarat semua anggota Direksi
men)jetujui secara tedulis dengan mcnandatangani keputusan dimaksud

Sekretaris Perusahaan
Pasal 20

(l) Direksi dapat mengangkat seorang Corporate Sefietary yang bertindak sebagai pejabat
penghubung lliaison (.)fficer) dan dapat ditugaskan oleh Direksi untuk menatausahakan
serta menyimpan dokumen perusahaan, antara lain Daftar Pemegang Saham, Daftar
Khusus dan Risalah Rapat Direksimaupun RTJPS

(2) Corporate Secretar) harus memiliki kualifikasi akademis yang memadai agar dapat
melaksanakan tugas dan tanggung jarvab dengan baik

(3) Fungsi Corporate Secrelary- dapat dijalankan oleh salah satu Direksi

(4) Corporate Sccretary bertanggun g .jarvab kepada Direksi



(s) Corporate Secretary harus ,nemastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang
persyaratan keterbukaan )ang berlaku dan tajib menrberikan informasi yang berkaitan
dengan tugasnya kepada Direksi secara berlala dan kepada Dewan Komisaris apabila
diminta oleh Dewan Kornisaris

Pengawasan lrtern
Pasal2l

l,tirek,i najib menrelenHqar ri.an pcngr\\ r:ai: inr.n,(t)

(2\ Pengawasan intem sehagaima,-Ja dimaksud alat ( I ), dilakukan dengan cara :

a. Membentuk Interoai Au.lit:

b. Membuat Piagam Penga\,\,asan lnteln

(3) lnternal Audit sebagaimana (limz'ksud ayar i2) lmrufa. dipimpin oleh
diangkat dan diberhenrikan oleh Direktur Utana berdasarkan
perusahaan dengan persetuluan Dewan Komisar:is

(4) Fungsi pengawasan imern sr:hagaimana dimaksud pada Pasal ini ya;tu

seorang kepala yang
mekanisme intemal

:

a. Evaluasi atas elekilfilas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan
proses mta kclola p3ru-rahaan sesuai dengan lieraturan Perundang-L_tndangan dan
kebijakan perusahaan

b. I'emeriksaan dan penilaian atas eflsiensi dan elektifitas di bidang keuangan.
operasional. Sumber raya l\,l3nusia, rcknolcgi infomasi dan kegiatan lainnya

(5) Direksi wajib men_vampari(an laporan pelaksana fungsi pengawasan intem secara
periodik kepada Dewerr l.,orn isarir

(6) Direksi\\,aiib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intem di perusahaan

InformasiTata Kelola Teknolcgi
Pasal 12

(l) Direksi dapar meneLapt<an tata keloia ieknolosi infomasi yang efekrif, termasuk
didalamnya menerbitkan \4aster Illan I'f atas arahan Dewan Komisaris

(2) Direksj wajib menyampaikan laporar pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara
periodik kepada Dewan Komisa.is

(3) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualiras fungsi tata kelola teknoiogi informasi di
perusahaan

(4) Dewan Komisaris melakuLan penclaahan datr pombahasan atas laporan Direksi berkaitan
dengan pelaksanaan tata keloia i€knologi lnibl1nasi jena memberikan saran



Bagian Kelima
Manajemen Risiko trRisk Manageme t)

l'asal23

(l) Direksi dalam setiap pengambilan keputusan dalam perusahaan, harus mempenimbangkan
risiko usaha

(2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen .isiko perusahaan
secara telpadu, dan merupakan bagian ,vang ridak terpisahkan dari pelaksanaan program
GCG

(3.) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan meialui :

a. Membentuk unit kerja tersendiri di bawah Direksi;

b. Memberikan penugasan kepada unit ker.ja _v-ang relevan untuk menialankan I'ungsi
manaj(men r i\ikr,

(4) Direksi wajib menyampaikail laporan protjl marrajemen risiko dan pcnaoganannya
bersamaan dengan taporan berkala perusahaan

(5) Direksi rvajib melaporkan pelaksanaan manajemen .isiko kepada Dewan Komisaris

(6) Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap lapo.an Direksi atas pelaksanaan
manajemen risiko

Bagian Kee.lam
Sistem Pengendalian htern (Inlernal Conbol SJstem)

Pasal 2,1

(l) Direksi harus menetapkan suaau sistem pengendalian internal yang ef'ektif untuk
menSamankan investasi dan aset perusahaan

(2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud ayat ( !) antara lain mencakup hal-hal
sebagai berikut :

a. Integritas. Nilai etika dan Kompetensi Karyawan:
b. Fiiosofi dan Gaya Manajemen;
c. Cara yang ditempuh manajemen perusahaan dalam melaksanakan kewenangan dan

tanggung jawabnya:
d. Pcngorganisasian dan Pengembangan Sumbcr Daya Manusja;dan
e. Perhatian dan arahan yang dilakukan olch Direksi

(3) Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha ],airu suatu proses unruk mengidentifikasi,
menganalisa, menilai dan mengelola risiko usaha relevan



(4) Aktivitas pengendalian sebagaimana dimilksud ayat (l) yaitu tindakan-tindakan yang
dilakukan dalam suatu proses pengendirlian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap
tingkat dan unit dalam struktur organisasi. verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas pre5rx5i
kerja, pembagian tugas dan kcamanan terhadap aset perusahaan

Sistem Informasi dan Komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan
operasional, finansial dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada
perusahaan

Monitoring ),aitu proses peniiaian terhadap kualilas sistem pengendalian intemal. temasuk
tlngsi internal aLrdit pada sctiap tingkat dan unit struktur organisasi perusahaan sehingga
dapat dilaksanakan secara oplimal dengan kerentuan bahwa penl,impangan yang terjadi
dilaporkan kepada Direksi

BAB IV
INFOR\IASI

Bagian Kesatu
Akses Informasi

Pasal 25

Pihak dalam perusahaan yang dapal menvampaikan informasi kepada publik yaitu Ceneral
Manager, Colporate Secrctar). melalu; Corporaie Communication

Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa ekslernal auditor dan intemal auditor
serta Komite Audit (bila ada) memiliki akses lerhadap inlormasi mengenai pemsahaan
yang perlu untuk melaksanakan tugasnya

Bagian Kcdua
Kerahasiaan Informasi

Pasal 26

Kecuali dis],aratkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang,Undangan yang
berlaku, maka ekstemal auditor, intemal auditor dan Komite Audit (bila ada) harus
merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu mcnjalankan tugasnya dan scsudah selesai
masa tugasnya

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jau,ab untuk menjaga kerahasiaan infomasi
Perusahaan

Informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan
Komisaris. anggola Direksi Auditor Eksternai. Auditor lntcrnal dao karyawan harus tetap
dirahasiakan kecUali rlis-yaratkan Iain oleh Pcraturan Perundang-Undangan

(6)

(5)

0)

|)

(2)

(3)

(2)



Bagian Ketiga
Keterbukaan Informasi

(2)

(r)

(3) Selain dari yang tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, sebagajmana
disyaratkan oleh Peralumn Perundang-I lnd an gan yang berlaku, perusahaan harus
mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal penting untuk pengambilan keputusan
oleh Pemegang Saham, Pemodal. Krediaur dan pihak-pihak yang berkepentingan
(.ldleholder., lainnla. lairu rncngenri :

a. Tujuan, Sasaran Llsaha dan Strategi perusahaan:

b.

,1.

e.

f.

c.

Pasat 2T

Perusahaan menyatakan bahwa Laporan KeBangan dan/atau Laporan lain yang
disanrpaikan berkaitan dengan pelaksanaan GCG di lingkungan perusahaan disajikan
sesuai dengan ketentuan Peraturan P6rundang-Undangan yang beilaku

Perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan perusahaan kepada Pemegang Saham dan Instansi peme ntah yang terkait
sesuai dengan Peraturan Perundang-lJndangan lang berlaku secara Tepa( \,vaktu, akurat,
jelas dan objektif

Riwayat hidup anggota Deu'an Komisaris dan Direksi:

Pcnilaian terhadap Perusahaan oleh Eksremai Auditor, Lembaga pemeringkar kredit
dan Lembaga Pcmeringkat lainnya (bila ada)

Sistem pemberian honorarium untuk ekstemal audilor perusahMn;

Sistem Penggaiian dan sistem tuniangan untuk anggota Komisaris dan Direksit

Inlormasi material mengenai hampan perusahaan dan stakeholders;

Penilaian manajemen ams iklim berusaha dan faktor rcsiko material yang dapat
diantisipasi;

h. Bcnturan kepentingan lang mungkin akan terjadi dan/atau sedang berlangsung (bila
ada);

i. Klaim material 1'ang diajukan oleh dan/atau terhadap pemsahaan (bila ada);

.i. Pelaksanaan Pedoman Good Corporate Governance (CCG)

(3) Perusahaan harus secara aktiv mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip
GCG dan adanla penyimpangan atau ketiddkpatuhan rerhadap Pedoman GCG



(l)

(2)

Bagian Keempat
Kepemilikan Inform 

^si 
dan lfilttngible Asset

Pasal 28

Perusahaan mengakui dan menghormati Hak atas Kekayaan Intelektual

Informasi dan segala Intangible l.s,re?, rernasuk hasil riset, teknoiogi dan Hak atas
Kekayaan Intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban petusahaan
adalah menjadi milik perusahaan yang har.us dituangkan dalam perjanjian

BAB V
SISTEM AUDIT

Bagian Kesatu
Eksternal Auditor

Pasal 29

(l) Ekstemal auditor harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan
Komisaris

(2) Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tesebut dan
besarnya honorarium arau imbalanjasa yang diusulkan bagi ekstemal auditor tersebut

(3) Ekstemal auditor harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak
berkepentingan lain dalam perusahaan

(4) Perusahaan harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang
diperlukan sehingga memungkinkan ekstemal auditor membuat kesimpulan dan
memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan
keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

(5) Ekstemal auditor harus mengkomunikasikan temuan-temuan hasil audit kepada Direksi,
Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Bagian Kedua
Internal Auditor

Pasal 30

(1) Dalam rangka membantu Direksi melakukan penilaian atas sistem pengendalian
manajemen dan pelaksanaamya serta memberikan saran-samn peabaikan, perlu dibentuk
organisasi intemal auditor



(2) Direksi perlu menetapkalt peraturan intcmal mengenai kualifikasi, iugas dan tanggung
.iawab sefta kegiatan SPI

(3) Dewan Komisaris, Direksi dan Insan
al\es lerhadaP,nlormd., m(ngcnal
tugasnya

Perusahaan harus memastikan bahwa SPI memiliki
perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan

(4) SPI harus merahasiakan infonnasi yang diperoleh scwaktu menjalankan tugasnya

(1)

(3)

BAB VI
KESELAMATAN DAN KESE}IPATAN KER.IA SERTA PELESTARIAN

LINGKITNCAN

Bagian Kesatu
Keselamrtan Keria dan Pelestarian Lingkungan

Pasal3l

Direksi wajib memastikan bahwa aset-aset perusahaan berupa lokasi usaha dan iasilitas
perusahaan lainnya memenuhi Peraluran Perundang-Undangan yang berlaku berkenaan dengan
peleslarian lingkungan. pelesrarian cagar budaya, kesehalan dan keselamatan kerja

Bagian Kedua
Kesempatan kerja dan Promosi kerja yang sama

Pasal 32

Dircksi harus mcmperkerjakan, menetapkan besamya gaii, memberikan pelatihan.
menetapkan.ienjang kari. serta mcnentukan persyaratan kerja lainnya tanpa memperhatikan
latar belakang etnik. agama,.ienis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau
keadaan khusus lainn)a yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-lJndangan

Direksi wajib menyediakan lingkungan keria yang bebas dari segala bentuk rckanan
(pelecehan) yang mungkin limbul scbagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi dan
latar belakang kebudal-aan seseorang

Dircksi \,"aiib memberikan jaminan kepada semua karyawan untuk memberikan
kesempatan memperoleh promosi dalam linskungan kerja dan bebas dari segala bentuk
tekanan yang timbul dan/atau akan timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi
dan latar belakang kebudayaan seseorang

(2)

(4) Direksi bersama dengan karyawan dan organ perusahaan lainnya memiliki komitmen
untuk peker.jaan yang sama sesuai dengan visi dan misi perusahaan



(2)

(l)

BAB VII
ETIKA BERSAMA ANTI KORUPSI DAN DONASI

Bagian Kesatu
Etika Bersama Anti Korupsi

Pasal33

Dewan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan perusahaan dilarang untuk memberikan
dan/atau menawarkan dan/atau menerima baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu
yang berharga kepada atau dad pelanggan, pejabat atau pihak lain untuk mempengaruhi
dan/atau sebagai imbalan atas apa yaig telah dan,/atau akan dilakukannya, sefia tindakan
lain sesuai Peraturan Perundang-llndangan yang berlaku

Suatu tanda terima kasih dalam kcgiatan usaha. seperti hadiah, sumbangan dan/atau
entenaiment tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap tidak patur

l idak temasuk dalam pengenian sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pemberian
insentif kepada karyawan atau kepada pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam
rangka kepentingan perusahaan

(l)

(4) Perusahaan wajib membuat pedoman tentang Kode Etik arau Perilaku Etis yang pada
dasamva memuat nilai-nilai etika llerusaha

Pasnl 3d

(l) Direksi \\'ajib mcnandatangani Pakta lntegritas untLrk tindakan
memerlukan persetujuan Deran Komisaris dan/atau RUPS

(2) Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan peiabat rertentu perusahaan
Direksi. wajib menl,ampaikan Lapo.an Harta Keka)/aan sesuai denqan
Perundang-Undangan vang berlaku

transaksional yang

yang ditunjuk oleh
ketentuan Peraturan

Bagian Kedua
Donasi

Pasal3s

(l) Dalam batas kepatutan, donasi untuk tujuan amal dapat dibenarkan

(2) Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai dengan Peraruran Perundang-
Undangan yang berlaku



BAB VIII
PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG

Pasal36

(l) Perusahaan wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk :

a. Penilaian (assesment) )aitu program untuk rnengidentifikasi pelaksanaan GCG di
perusahaan melalui pengukuran pelal$anaan dan penerapan GCC di perusahaan yang
dilaksanakan berkala setiap 2 (dua) tahun;

b. Evaluasi (revicu) JraitLt program untuk mcndeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan
dan penerapan CCG di perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah
dilakukan penilaian, vang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut
atas rekomendasi perbaikan;

(2) Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf a, didahului dengan
tindakan sosiaiisasi GCG pada perusahaan

(3) Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakulan oieh penilai (assesor) independen )rang
ditunjuk oleh l)ewan Komisaris melalui proses sesuai dcngan ketentuan pengadaan barang
dan/atau jasa perusahaan dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan direksi dalam
proses penunjukannya

(4) Apabila dipandang Iebih efektif dan eUsien. penilaian dapat dilakukan dengan
menggunakan .iasa lnstMsi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang
penunjukannya dilakr.rkan oleh Direksi melalui penunjukan lmgsung

(5) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator atau
parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN

(6) Dalam hal evaluasi dilakukan oleh penilai independen arau instansi pemerintah di bidang
CCG. maka tidak dapat menjadi pcnilai untuk rahun berikutnya

(7) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai mcnandatangani perjanjian dengan Direksi, yang
sekurang-kurangnva perjanjian dimaksud memuat hak dan kewajiban masing-masing
pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan

(8) Hasil penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaikan
Laporan Tahunan



Pasal 37

Perusahaan harus menghomati hak-hak pihak yang be.kepentingan (stakehoiders) antara lain
yang timbul berdasarkan perjanjian )ang dibuat oleh perllsahaan dengan karyawan, pelanggan,
pemasok, kreditor sena masyarakat sekitar perusahaan

BAB IX
LAIN.LAIN

Bagian Kesatu
Hubungan dengan Stakeholders

Pasal 38

Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan peNetuiuan dari RUPS untuk melakukan perjaniian
(PKB) dengan karya\aan berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh
atau melebihi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Kedua
Program Pengcnalan Direksi dan Dewan Komisaris Baru

Pasal39

(l) Kepada anggota Komisaris arau Direksi )ang diangka'r untuk pertama kalinya, wajib
diberikan program pcngenalan mengenai perusahaan

(2) I anggung jawab untuk mengadak.m pengenalan bagi direksi baru dan anggota Komisaris
baru adalah Direktur t.ltama

(3) Apabila Direktur keseluruhan adalah baru penama kalinya diangkar" maka kewenangan
untuk mengadakan pengenalan bagidireksi baru adalah Komisaris Utama

(4) Berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Dircksi adalah untuk pe(ama kalinya diangkat.
maka yang bcrkewajiban untuk melaksanakan program pengenalan perusahaan adalah
Colporate Secretary

(5) Corporate Secretary membantu menliapkan pelaksanaan program pengenalan bagi Dewan
Komisaris dan Direksi baru

(6) Program pengenalan meliputi :

a. Peiaksanaan prinsip-p.insip GCG, yaitu Pedoman CCG, Kode Etik Perusahaan.
Statement of Corporate lnlents

b. Gambaran mengenai perusahaan, antara lain Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga (AD/ART.) perusahaan. protil perusahaan

c. Keterangan yang berkaitan dengan kewenangan 1,ang didelegasikan kepada Dewan
Komisaris arau Direksi

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris atau direksi
e. Peraturan yang berkaitan dengan usaha perusahaan. a0tara lain :

1) Dasar penugasan Perusahaan (melalui Peraiuran Perundang-lJndangan yang
ierkait);

2) Tarifmasuk 1\\ (l Borobudur, PraDbanan & Ralu tloko i
3) Tarifmasuk peltas Sencltalalri llama)er)a dan sewa lahan:



4) Tarifsewa transportasi wisata serta unit usaha terkait lainnya

f. Kebijakan-kebijakan perusahaan seperti Perjanjian Kerja Bersama (pKB)
g. Struktur Organisasi perusahaan beserta perubahannya dan deskipsi pekerjaan (ob

desc.iption) sena nama pejabat perusahaan

(7) Perusahaan akan mempersiapkan dan menvesuaikan bentuk program pengenalan yang
tepat dan sesuai unuk dilaksanakan dengan mengacu komposisi Direksi dan Dewan
Komisaris baru

BAB X
PENUTUP

Pasal 40

Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Pssal4l

Dengan berlakunya SK Direksi dan Dewan Konisaris ini, maka Surar Keputusan Direksi dan
Dewan Komisaris Nomor : SK. 24/DIREKSI/2017; Nomor : SK. 02/DEKOM.TWCD02017.
tanggal 26 Oktober 20l7 ientang Penetapan pedoman Good Corporate Governance (GCG1 pT
Taman Wisata Candi Borobudur, Pambanan & Ratu Boko (Persero), dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi

Pasal42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini,
diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris tersendiri

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal '. 22 Marct2022

DEWAN KOMISARIS o"" ' OIRXKSI

DIRXKTUR UTAMA


